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Abstract

Given the latent dangers arising from the misuse of narcotics, the state, as a whole, must have strong awareness and support for its active participation in breaking up crimes against narcotics. In fact, the United Nations Organization, in this case called the United Nations, has legal authority to manage the joints of life in this universe, in issuing a statement that narcotics crimes are crimes that cannot be underestimated, so that there is relevance, Indonesia applies death penalty for perpetrators. conspiracy to become intermediaries, dealers or narcotics dealers. The formulation of the problems being studied are: 1) How to apply the death penalty to perpetrators of criminal conspiracy to become intermediaries for buying and selling narcotics? and 2) What are the legal considerations of the judges in imposing a death sentence on perpetrators of criminal conspiracy to become intermediaries for the sale and purchase of narcotics? The method of study that the author uses is a normative juridical method, namely studies that prioritize library data, namely studies on secondary data. Secondary data is the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Finally, based on this study, the authors outline if Indonesia's legal sovereignty in imposing the death penalty on perpetrators of criminal conspiracy to become intermediaries for buying and selling narcotics, the juridical basis is, even if everyone has the right to live and live, but other rights are not absolute. That right is limited to the application of the death penalty, adjusted to existing norms and values. It can also be said that if this implementation is related to existing values, this implementation is in line with the constitution. These restrictions are intended to guarantee, recognize and respect the rights and freedoms of others in fulfilling the demands of justice in accordance with the freedoms of others, considering morals, religious values, and public order. The meaning of the right to life is regulated in Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution, in essence, everyone is not allowed to do things that are arbitrary in nature. (arbitrarily deprived of his life).
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Abstrak
Mengingat bahaya laten yang timbul dari salah gunanya narkotika, negara menjadi keseluruhan elemen yang ada di dalamnya, harus mempunyai kesadaran serta dukungan kuat untuk partisipasi aktifnya untuk memutus tindak kejahatan dari narkotika. Bahkan, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini disebut PBB mempunyai otoritas bersifat legal untuk pengurusan sendi dari kehidupan luas di jagad ini, dalam pengeluaran pernyataan jika kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak bisa disepelekan, sehingga ada relevansinya, Indonesia menerapkan sanksi pidana mati bagi pelaku permufakatan jahat menjadi perantara, pengedar atau bandar narkotika. Rumusan masalah yang menjadi kajian yaitu: 1) Bagaimana dalam menerapkan hukuman mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika? dan 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika?. Metode dari kajian yang penulis pergunakan merupakan metode yuridis normatif, ialah kajian yang mengutamakan data pustaka, ialah kajian pada data sekunder. Data sekunder ialah bisa wujudnya dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Akhirnya, berdasarkan kajian ini, penulis mengambil garis besar jika Kedaulatan hukum Indonesia dalam menerapkan hukuman mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika, landasan yuridisnya, jikalaupun tiap orang mempunyai hak hidup serta berkehidupan, namun hak lainnya tak absolut. Hak itu dengan batasan penerapan pidana mati, disesuaikan dengan norma dan nilai yang ada. Bisa disebut pula jika pelaksanaan ini terkait dengan nilai yang ada, pelaksanaan ini sejalan dengan konstitusi. Pembatasan tersebut dengan maksud menjadi jaminan, pengakuan dan menghormati hak serta kebebasan orang lain dalam pemenuhan tuntutan keadilan sesuai dengan kebebasan orang lain, pertimbangannya pada moral, nilai keagamaan, ketertiban umum. Maksud hak hidup ini diaturnya pada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 pada intinya, setiap orang tidak boleh melakukan hal yang sifatnya sewenang wenang. (arbitrarily deprivide of his life).
Kata Kunci: Pidana Mati, Perantara, Jual Beli Narkotika
A. PENDAHULUAN
Permasalahan mengenai narkotika ini sudah masuk keseluruhan masyarakat, mulai dari anak hingga mereka yang dewasa, dari tingkat sosial paling bawah hingga politisi sekalipun juga tidak bersih dari permasalahan ini, maka usaha pemberantasan tak cukup diselesaikan oleh pemerintah, namun juga penegak hukum dan juga perpanjangan tangan dari masyarakat, mempunyai peran dan partisipasi aktif mencegah dan memberantasnya di Indonesia, masuk sebagai sebuah negara dengan permasalahan narkotika, hingga kejahatan ini bukan kejahatan sifatnya lokal namun juga sudah meluas 

keseluruh wilayahnya dijadikan tempat singgah hingga sampai tujuan lainnya. (Dirdjosisworo, 2000)
Bahaya laten dari munculnya salah guna dari narkotika ini, negara dengan semua bagian didalamnya harus mempunyai daya sadar dan juga dukungan untuk partisipasi aktif, memutus matarantai ini. PBB mempunyai kedudukan yang legal dalam kepengurusan sendi kehidupan ini dengan pengeluaran pernyataan jika narkotika merupakan hal yang luar biasa perlu penyelesaian dengan serius. (Dirdjosisworo, 2000)
Bahaya dari memakai barang terlarang, mempunyai pengaruh besar pada negara, yang besar pada masyarakat, bangsanya menjadi bangsa yang sakit, karena negaranya menjadi rapuh pertahanannya. (Gatot Supramono, 2004) Dikarenakan hal tersebut, kemudian peredaran narkoba ini harus ada penyelesaian, dengan jelas hal ini menjad permasalahan sosial, gangguan fungsi sosial masyarakatnya. Yang dikutif dalam bukunya Marjan Miharja mengaskan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi  kelakuan/perbuatan manusi  di masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata keadilan dan kedamaian. (Miharja, 2019)
Ketentuan perundang-undangan aturan permasalahan dengan penyusunan dan pemberlakuannya, namun juga terkait dengan peredaan penyelesaian dan peredaran narkotika. Dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika) sudah dicantumkan beragam sansi, baik dari penjara, denda dan juga menghukum mati pelaku. Konteksnya di Indonesia, sudah menyelesaikan permasalahn ini paling tinggi dengan menghukum mati pelaku. (Wijayanti Puspita Dewi, 2019)
Ancaman pidana mati merupakan social defence.
Menurut Hartawi A.M, pidana mati menjadi media dengan pertahananya, terhindar dari masyarakatnya yang umum, menimpa, berdampak pada kesengsaraan juga gangguan kehidupan agama dan negara. (Hartawi. A.M, 2003)

Permufakatan jahat yang dimaksud pada Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika bersifat ekseptional,  yang artinyadianggap menjadi kejahatan yang disebutkan dalam aturan tersebut, dari Pasal 111 hingga 126, 129. Unsur-unsurnya yaitu: 

1.   mencoba atau bermufakat jahat
2.   dengan tujuan melangsungkan tindak pidana serta precursor 
3. maksud Pasal 111 hingga 129. (Hartawi. A.M, 2003)
            Permufakatan jahat (samenspanning) yaitu kejahatan bisa dikatakan tindak pidana dengan persiapan dan perencanaan belum terjadi. Dari KUHP, permufakatannya pada pokoknya. Akan tetapi yang menjadi pembeda, sekarang hukuman pokok delik selesainya.             

             Oleh karena kejahatan narkotika dengan pandangan kejahatan yang tidak disepelekan. Acuan dari masalah pelik narkoba, jelas jika hukuman mati pada pidana kasus narkoba ialah hukuman yang tepat tak dilebihkan, wujud ketegasan indonesia dalam memerangi kejahatan berdaulat. Impelementasinya, memunculkan permasalahanpanjang. Dengan cakupan merupakan penerapan hukum yang sifatnya luas. Jika mereka berasal dari luar wilayah, kajian itu keluar menjadi yuridiksi Indonesia dengan sistem hukum internasional. Masalah ini tidak bisa disepelekan untuk penegakan kedaulatan keluar. (Bayu Puji Hariyanto, 2018)
Rumusan Masalah
1. Bagaimana dalam menerapkan hukuman mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika?

Metode Penelitian
Metode penelitian hukum yang digunakan dari kajian ini dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif. Kajian yang mendahulukan 

data kepustakaan ialah kajian dengan data sekunder. Data sekunder ini bisa hukum primer, sekunder ataupun tersier. (Ronny Hanitijo, 2000) Kajian tersebut tentang aturan hukum positif diberlakukan, terkait penyalahgunaan narkotika.
B. PEMBAHASAN
1. Menerapkan hukuman mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika 
            Hukum internasional memberi larangan pada hukum mati serta eksekusnya. Setiap negara mempunyai hak daulat, tujuannya memilih sendiri sistem politik, hukum, ekonomi serta sosial kepentingan, keadaan masing-masingnya. " 
            Pernyataan bersama ini penyampaiannya untuk tanggapan pernyataan Uni Eropa serta negara lain kecewa dikarenakan hukuman mati tidak memuat dari dokumen akhir. Negara contohnya Swiss, Turki dan lainnya menyerukan untuk hukuman mati tak diterapkan dari kejahatan narkoba. (Bambang Hariyono, 2009)
            Indonesia giat perannya untuk pemberantasan narkoba, salah satunya dengan mengeksekusi para produsen obat-obat terlarang tersebut. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah serius di berbagai negara.

"Dasar itu, hukuman mati ialah hal yang krusial dari sistem hukum pidana yang diterapkan, pada kejahatan yang sifatnya serius mengenai narkoba. Eksekusinya, juga patuh pada prinsip keadilan," 

             "Pemerintah Indonesia mengacu untuk menyelesaikan permasalahan tentang narkotika serta penggunaan obat. Kita tak ingin generasi muda Indonesia, menjadi generasi yang terjebak dari hal yang tidak baik seperti narkotika. (Bambang Hariyono, 2009)
           Apabila kita fokus pada pasal berikutnya yaitu Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, bisa terlihat jika pertimbangannya besar, hak hidup seseorang dengan batasan dari Pasal 28 J ayat (2) dengan penegasan jika pada intinya : Dalam penjalanan hak serta kebebasan, tiap 

orang wajib tunduk dari apa yang ditetapkan, regulasi yang dimaksudkan semata-mata menjadi jaminan pengakuan dan penghormatan hak pemenuhan tuntutan adil yang disesuaikan dengan pertimbangan moral, agama, ketertiban umum”. (Harun Alrasid, 2004)
            Maka dari hal tersebut, setiap orangnya mempunyai hak hidup serta berkehidupan akan tetapi hak ini tak absolut. Terbatas dalam penerapan serta nilai diberlakukan. Bisa juga dikatakannya juga jika pelaksanaannya selaras dengan hukum dasar konstitusi. Batasan ini dengan maksud penjaminan dan pengakuan, hormat dari hak serta kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan, keadilan dengan beberapa cakupan. Arti hak hidup diatur dari UUD 1945 merupakan hak dimana setiap orang tak boleh diambil nyawanya begitu saja. Tidak diperbolehkan ialah merampas hak hidup dengan kesewenangan (arbitrarily deprivide of his life). (Harun Alrasid, 2004)
            Dari kesepakatan Internasional tentang hak sipil dipaparkan jika, “all of people being right, the shall and proteced by law. No one shaal arbitly his life” (Wirasila, 2015) Akan tetapi dijelaskan juga mengenai bagian negara yang belum hapus hukuman mati vonis mati ini boleh juga tetap dilakukan penerapan. Hal ini disesuaikan dengan regulasi yang mengatur apa yang dilangsungkan dan tak bersebrangan dengan provisi konvenan, konvensi mencegah dan menghukum, selaras juga dengan hak sipil dan politik, yang dinyatakan dalam Pasal 28 J dengan penegasan Pasal 73 UU HAM dengan pernyataan pada intinya: Hak serta kebebasan yang dilakukan pengaturan oleh regulasi ini bisa dilakukan pembatasan, terkait dengan penjaminan dan pengakuan, menghormati pada hak asasi dengan hal yang mendasar mengenai susila dan tertibnya bangsa. (ICCPR)
           Sebuah hal yang butuh perhatian, sesuai dengan apa yang menjadi masukan PBB di negara-negara yang memakai hukuman ini dengan penyebutanThe safeguards Quaranteening Protection of the Right of Those Who Facing The Death Penalty yang telah diadopsi oleh PBB 

tahun 1984. Anggapan dan anjuran PBB, butuh acuan tentang setiap negara dengan selektifnya masih memakai pidanan mati ini agar pidana itu terlaksana untuk derita sekecil mungkin. Butuh pertimbangan dalam pencarian jalan keluar dalam pelaksanaan tersebut lebih humanis. (ICCPR)
2.  Dasar-Dasar (Alasan) Sanksi Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika
           Kejahatan Narkotika termasukpembuat, yang menjadi sarang serta yang mengedarkan sangat berbahaya untuk keberlangsungan manusia, masyarakat, bangsa juga masuk dalam kejahatan yang tidak bisa ditapiskan. 
            Penyalahgunaan danperedaran gelap Narkotika juga ikut menyebar keseluruh lapisan masyarakat dalam tingkatan elit sampai desa. Narkotika juga merusak sumber daya manusia, menjadi modal pembangunan nasional dengan kesungguhan dan tindakan tegas para penegak hukum dikeseluruhan lapisan masyarakat menyelamatkan Indonesia. (ICCPR)
             Pemidanaan tindak pidana Narkotika ini dengan pertimbangan HAM. HAM ialah hak negatif dikarenakan sifat kodrat dan yang umum, hingga tak membutuhkan pengesahan, akan tetapi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, makin lengkap dengan aturan hukum pada HAM dengan kuatnya kedudukan Indonesia menjadi negara hukum. (Muladi, 2007)
             Pertimbangannya dengan hal mendasar ditetapkannya UU Narkotika, dengan aturan  : 

a. 
Jika pengiriman, memasukan barang, produksi dan penanaman, penyimpanan dan pengedaran memakai Narkotika ini tanpa kendali dan mengawasi ketat dengan sebenarnya bersebrangan dengan aturan dan bahaya besar dikehidupan manusia, masyarakatnya dan negara dalam ketahanan nasional Indonesia;
b. 
Perbuatan pidana Narkotika ini sifatnya transnasional dengan memakai modus operandi yang tinggi, teknologinya yang canggih juga dukungan jaringan organisasi yang tidak sedikit, sudah banyak memunculkan korban, utama sekali dalam kalangan generasi muda, berbahaya bagi kehidupan masyarakatnya. UU Narkotika diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan dengan perkembangan pidana terkait. (Wijayanti Puspita Dewi, 2019) Dari pemaparan yang sifatnya umum ini, disampaikan yang menjadi pertimbangan dan penjabaran pasal yaitu:
1) 
Menyalahgunakan serta mengedarkan gelap Narkotika, bisa berdampak bahaya besar bagi kehidupan serta nilai-nilai budaya akhir melemahkan ketahanannya. 
2)  
Tindak pidana Narkotika dalam masyarakat memperlihatkan cenderung mengalami peningkatan baik kualitatifnya ataupun kuantitatif, dari korban yang sifatnya luas, utama sekali dari kalangan anak, remaja hingga yang umum.
3) 
Perbuatan pidana ini tak lagi dilangsungkan secara orang perorangan, namun juga ikut melibatkan banyaknya orang bersama, ada juga satu sindikat dengan organisasi dan jaringan yang sifatnya luas, bekerja rapi dan tertutup dari nasional ataupun lebih luas lagi. 
4)    
Sanksi pidana diperberatnya karena regulasi yang lampau. (Wijayanti Puspita Dewi, 2019)
             Sanksi yaitu aturan dengan beratnya sangsi yang diberikan, baik dari pidana paling ringan hingga paling berat, pidana seumur hidup ataupun hukuman mati. 
             Indonesia dari aturannya memiliki dasar hukum yang kuat, tak ada satupun aturan undang-undang, contohnya dari UUD 1945, UU Narkotika, dan mengenai HAM dasarnya membuktikan sanksi pidana mati dan eksistensi yang dipunyai sudah munculnya selisih paham. (Muladi, 2007)
            Maka sangsi pidana mati masih krusial dalam pertahanan dan usaha paling akhir pemidanaaan dalam perolehan keadilan, kepastian dan juga manfaat. Sangsi pidana mati layaknya dibri pada tindak pidana narkotika, yang membuat ataupun bandar dan juga pengedar. Kejahatan ini menjadi kejahatan yang tidak bisa dielakkan, mengancam hidup manusia. Tak logis, dengan pernyataan jika sanksi pidana ini untuk membuat jera dari apa yang dilakukan secara serius, membentengi dan usaha bangsanya. Agrument dengan pernyataan pidana mati itu hak Tuhan, tidak dibolehkan untuk vonis tersebut pada orang. (Muladi, 2007)
C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika
           Narkotika dari etimologis asal kata dari bahasa Inggris, narcose atau narcosis dengan pemahaman menidurkan ataupun membius. Narkotika ini asal bahasanya dari Bahasa Yunani, dengan narke ataupun bius tidak merasakan apapun. (Media Neliti) Istilah yang dipergunakan yaitu drug merupakan zat yang jika dipakai akan berdampak dan memiliki pengaruh tertentu dari tubuh yang memakai, memengaruhi, rangsangan dan munculnya halusinasi. (Soedjono, 2010)
           Terminologisnya, narkotika dalam kamus merupakan obat penenang syaraf, hilangnya rasa sakit dan munculnya rasa mengantuk dari rangsangan itu. (Anton M. Moelyono, 2008)
Kemajuan Teknologi dengan merubah sosial yang cepat, menjadi sebab UU Narkotika warisan dari belanda itu tak rampung lagi. Pemerintah kemudian mengeluarkan aturan mengenai Narkotika, dan dilakukan beberapa revisi. Dalam regulasi dilakukan pengturan pasal perpasal pada kejahatan tersebut, memberikan sangsi yang berat yaitu menghukum mati. (Anton M. Moelyono, 2008) Saat ini, regulasi paling baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Praktek menegakan hukumnya, menyalahgunakan yang dilangsungkan dengan penanganan serta hukum penjara. Teknik penuntutan sebagai pelaku dan bantuan ataupun turut mengedar. Teknik ini baik dari penyidikan, tuntutan dan mengadili dari Pasal 111 hingga 114. Penyalahgunaannya dengan pengaturan terkhusus dari Pasal 127 maksimumnya empat tahun. (Anang Iskandar, 2008)
Perbuatan pidana narkotika bisa dimengerti dan dipahami menjadi perbuatan yang bersebrangan dengan ketentuan narkotika. Hal ini dengan aturan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta aturan lain yang tak bersebrangan dengan aturan itu. Tindak pidana narkotika ini bisa diperhatikan merupakan pemakaian serta mengedarkan narkotika tidak sah, berlawanan dengan hukum dan aturan yang ada. (Taufik Makaro, 2003)
Mahkamah Konstitusi dari Putusan Nomor: 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 jo UU Narkotika terhadap UUD 1945 melakukan penolakan permohonan dengan hapusnya pidana mati namun dengan sistemnya.
Terkait dengan permasalahan apakah pidana mati bersebrangan dengan konstitusi, hal yang menjadi pengajuan pemohon merupana pidana mati ini bersebrangan dengan hak untuk hidup, kemudian hak itu juga dicantumkan dalam konstitusi dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang telah memaparkan menjadi hak yang tidak bisa dikurangi dari kondisi apapun, dari kacamata pemohon sudah bersebrangan dengan konstitusi. (Muladi, 2007)
Pendapat dari pemohon MK berpen dapat bahwa dari sejaharnya, beberapa pasal tersebut sudah dipaparkan dipersidangan 23 Mei 2007 oleh Lukman Hakim Saefuddin, mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (PAH I BP MPR) memiliki tugas dalam penyiapakn rancangan, dari intinya rujukan yang menjadi latar belakang yaitu Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Kemudian setelah hal tersebut 

dengan anutan semngat yang memiliki kesamaan, jika HAM bukan tanpa batasan. Dipaparkan juga semangat itu sama dalam aturan HAM dan konstitusi dan tanpa batas, semangat itu juga diatur oleh konstitusi dan ham bukan merupakan regulasi yang sifatnya bebas ada juga kemungkinan batasan dalam penetapan regulasi tersebut. (PMK RI Nomor 2-3, 2007)
Dari semangat itu lahirnya Pasal 28J UUD 1945. Batasan yang dituangkan dengan cakupan Pasal 28A hingga Pasal 28I UUD 1945. Pemaparan itu juga selaras dengan apa yang disampaikan Partialis, dari anggota MPR dalam sidang yang memiliki kesamaan. Jawaban dan keterangan ini dari kuasa pemohon, pihak terkait dan juga hakim MK dalam sidang, menjadi yang krusial yaitu HAM dalam konstitusi sifatnya mutlak, dengan aturan dari pasal yang dimaksudkan. “...  kembali saya pertegas, kedudukan Pasal 28 J ini merupakan pasal tunggal dari dua ayat yang menjadi kewajiban dari hak asasi manusia. Sengaja ditaruh paling akhir menjadi kunci dari 28A hingga 28I”, dari pemaparan Lukman. (PMK RI Nomor 2-3, 2007)
Memiliki tolak belakang dengan apa yang dipaparkan oleh pemohon, yang menjadi pertimbangan dari putusan hakim MK ini dengan pemaparan Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum menjelaskan mengenai konsepnya, diperhatikan dengan tiga aspek. Keterangannya, pemaparan ini tak dengan akar balas dendam, namun dengan hukuman yang selaras dengan apa yang dilakukan, sesuai porsi perbuatan pelaku, perhatian mutu dan apa yang dilakukan (mens rea), kehendaknya yang bebas, dengan penentuan berbuat (free will, mutu moral dan apa yang dilakukan (moral blameworthiness) serta tanggungjawab dari apa yang dilakukan (individual responsibility). Perbuatan pidana ini, dengan diperlihatkan dari perlindungan pada personal dan masyarakat secara menyeluruh. (PMK RI Nomor 2-3, 2007)
Batasan dan rumusan dari Pasal 28J UUD 1945 berlaku pada ketentuan Pasal 28I ayat (1). Dengan makna, hak untuk hidup menjadi 

hak asasi tidak bisa dikurangkan dari keadaan apapun sesuai dengan apa yang wajib dikarenakan hak pasti ada kewajibannya. Kewajiban hak ini untuk pemberian perhatian hak hidup dalam rumusannya setiap kewajiban menghormati HAM orang lain. Wujud kewajiban itu pada hak asasi ialah yang menjad praktek yang wajib pada seseorang termasuk hak untuk berkehidupan. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1945)
Ketika melanggar yang wajib dan menghormati HAM orang lain tentu mendapatkan hukumannya. Pelaku kejahatan Narkotika dengan ancaman pidana mati dan hakikat langgaran yang wajib, pemberian kehormatan dari hak asasi orang, masuk pada hak untuk hidup dan berdampak pada kejahatan narkotika. Kejahatan ini ialah mesin yang membunuh darah dingin, melanggar HAM dengan hilangnya hak untuk hidup orangh lain. Dengan batasan 28 J ini dan Pasal 28I dengan rumusan tak bersebrangan dengan konstitusi. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia, 1945)
Pada konteknya dalam melindungi masyarakat, kegunaan hukum pidana ini dapat diperhatikan terkhusus dan umum. Dengan khusus dari kegunaan hukum pidana merupakan perlindungan kepentingan negara, masyarakat dan umum. Hal ini sudah membahayakan tiga kepentingan yang juga harus ada perlindungannya, hingga sangat wajar jika pelaku tindak pidana ini dijatuhkan pidana mati. Hal umum lainnya, kegunaan hukum pidana merupakan hukuman untuk menakuti, mendidk, hingga hukum pidana ini sifatnya ultimum remedium, dipakai menjadi jalan paling akhir jika sangsi lainnya tak memiliki daya. Kemudian primum remidium menjadi media untuk penyelesaian pidananya. (Yosodiningrat, 2007)
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PID.SUS/2021/PT BTN

Sebelum penulis menyampaikan apa yang menjadi pandangan hakim dari Putusan Pengadilan Tinggi Banten, ada baiknya penulis ingin 

menyampaikan amar putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2020/PN. Srg atas nama Terdakwa I BASHIR AHMED bin MUHAMMAD UMEAR dan Terdakwa II ADEL bin YASLAM AWADH, yaitu : 1) Menyatakan jika terdakwa I BASHIR AHMED Bin MUHAMMAD UMEAR dan terdakwa II ADEL Bin. SAEED YASLAM AWADH sudah dibuktikn dengan sah serta meyakinkan salah dalam perbuatan mufakat jahat, menerima, menjual dan menjad media jual beli narkotika golongan satu, bukan tanaman dengan berat 5 gram “; 2) Menghukum terdakwa I BASHIR AHMED Bin MUHAMMAD UMEAR dan terdakwa II ADEL Bin. SAEED YASLAM AWADH tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan Pidana Mati.

Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Banten antara lain :

a. Menimbang, jika putusan itu masing-masing dengan pernyataan banding, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2021, Terdakwa I pada tanggal 01 Maret 2021, Serta Terdakwa II pada tanggal 03 Maret 2021 dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang dengan yang disebutkan dari Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Srg serta dimintakan banding, dan juga diberitahu pada Jaksa Penuntut tanggal 08 Maret 2021, Kepada Terdakwa I,II masing-masingnya tanggal 09 Maret 2021; 

b. Menimbang, jika para terdakwa mengajukan Memori Banding melalui Kuasanya pada tanggal 23 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang dan pada tanggal 24 ‘Maret 2021 dengan sudah diberitahu dan dilakukan penyerahan pada JPU, serta Jaksa Penuntut Umum telah Pula menyerahkan Memori banding tanggal 24 Maret 2021 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2021, atas Memori Banding Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Maret 2021, dan telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 5 April 2021, dan atas Memori Banding Jaksa 

Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 05 April 2021, serta telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang Tanggal 6 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum; 

c. Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Maret 2021 sudah diberitahukan pada JPU, jika para terdakwa sudah mendalami berkas selama tujuh ahri, dihitungnya 7 Maret 2021; Dengan pertimbangan, jika permintaan serta pemeriksanaan tingkatan banding Para Terdakwa serta JPU sudah dilakukan penajuan tenggang waktunya, disesuaikan dengan tatacara, syaratnya dan penentuan dari regulasi yang dimaksudkan, dimintakan banding dengan formal kemudian dilakukan penerimaan; Dengan pertimbangan, jika Pengadilan Tinggi sudah mempelajari salingan Nomor 837/Pid.Sus/2020/PnSrg Tanggal 24 Pebruari 2021, Pengadilan Tinggi tidak sependapat khusus tentang pidana dengan penjatuhan oleh terdakwa, pertimbangan-pertimbangan hukum dan benar dalam Pengadilan tinggi perkara ini;

d. Menimbang bahwa dalam putusannya hakim tingkat pertama telah
menyatakan bahwa terdakwa I BASHIR AHMED Bin MUHAMMAD UMEAR dan terdakwa II ADEL Bin. SAEED YASLAM AWADH telah dinyatakan sudah dibuktikan dengan sah meyakinkan salah melakukan tindak pidana bermufakat jahat menerima, menjual dan menjadi media jual beli barang terlarang lebih dari lima gram. Kemudian, memberikan hukuman kepada para terdakwa dengan hukuman Pidana Mati;
e. Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana dengan jenis pidana
mati oleh hakim tingkat pertama tersebut Pengadilan Tinggi akan
mempertimbangkan sbb:

1) Menimbang bahwa setelah meneliti dan memeriksa dengan saksama bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah 

ternyata bahwa jumlah Narkotika yang terbukti disalah gunakan oleh para Terdakwa beratnya adalah disebutkan : “melebihi 5 ( lima ) Gram”,

2) Menimbang bahwa Terminologi dari Kata Beratnya narkotika “Melebihi 5 (lima) Gram”, yang terbukti disalah gunakan oleh para Terdakwa adalah merupakan kalimat yang multi tafsir yang berarti bahwa beratnya narkotika tersebut bisa 10, 20, atau bahkan 50 atau 1000 gram, sehingga hal tersebut menunjukkan tidak adanya kepastian menganai jumlah beratnya Narkotika yang disalah gunakan Terdakwa, dan hal itu sekaligus menunjukkan adanya keragu –raguan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya;

3) Menimbang bahwa selain itu berdasar kepada kenyataan yang diapaprkan di sidang jika para Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik atas narkotika dengan berat bruto 786.795 gram, melainkan di akui sebagai milik dari Sdr. Satar (DPO), dan mengenai sabu /Narkotika sebanyak 49 Kg yang dijual ke Sdr. King, Terdakwa Bashir tidak mengetahuainya dan tidak kenal dengan Sdr. King sebagai pembeli atau orang yang memesan Narkotika dari Terdakwa, disamping itu juga tidak ditemukan adanya bukti tranfer pembayaran dari para Terdakwa kepada pembeli Narkotika Sdr King;.

4) Menimbang bahwa sedangkan kepastian jumlah beratnya Narkotika yang disalah gunakan oleh para Terdakwa adalah diperlukan untuk menentukan Jenis Tindak Pidana dan beratna dengan penjatuha pada Terdakwa ( pasal 10 KUHP);

f. Menimbang bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa penjatuhan pidana dengan jenis pidana pidana mati dalam perkara ini terhadap Terdakwa dipandang tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan serta azas kepastian hukum dan keadilan 

oleh karena itu lebih tepat apabila para Terdakwa tersebut di jatuhi pidana dengan jenis pidana penjara;

g. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti
dengan saksama dalam putusan hakim tingkat pertama terdapat fakta
dipersidangan bahwa Terdakwa I BASHIR AHMED Bin MUHAMMAD UMEAR, telah berusia 65 Tahun adalah merupakan usia lanjut sehingga dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan atas diri Terdakwa tersebut;

h. Menimbang dari uraiaan itu pertimbangan Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/pid.Sus/2020/PnSrg  Tanggal 24 Pebruari 2021 yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki mengenai jenis pidana yang harus dijatuhkan terhadap para Terdakwa menjadi Pidana Penjara, dan lamanya pidana penjara tersebut dipaparkan amar putusan;

i. Adapun mengenai memori banding dari penegak hukum dan kontra memori Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama ternyata tidak terdapat hal baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan pada peradilan tingkat pertama baik dalam pertimbangan unsur unsur pasal dakwaan maupun dalam pledoi dan replik duplik, oleh kerena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

j. Menimbang bahwa lamanya pidana dengan penjatuhan terhadap terdakwa, dengan putusan yang adil, proporsional sesuai dengan rasa keadilan dan hati nurani;

k. Pertimbangan, dijatuhi pidana dengan pembebanan dan kedua tingkat peradilannya;

l. Mengingat, ketentuan pasal 10 KUHP dan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal
132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

Berdasar dari pertimbangannya, majelis hakim kemudian memutus Nomor 36/PID.SUS/2021/PT BTN memutuskan :  Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 837/Pid.Sus/2020/ PN Srg tanggal 24 Februari 2021 yang dimohonkan banding terkait, dengan amarnya : 1) Menghukum Terdakwa I BASHIR AHMED Bin MUHAMMAD UMEAR dan Terdakwa II ADEL Bin. SAEED YASLAM AWADH dikarenakan hal itu dengan penjara dua puluh tahun, denda satu miliar rupaih dan ketentuan jika tidak bisa membayar, maka diganti dengan hukuman satu tahun; 2) Kuatnya putusan PN Serang ini untuk selanjutkan; dan 3) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

D. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Kedaulatan hukum Indonesia dalam menerapkan hukuman mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika, landasan yuridisnya, jikalaupun tiap orangnya mempunyai hak untuk hidup dan berkehidupan, akan tetapi hak itu tak absolut. Hak itu dengan pembatasan pidana mati sepanjang sesuai dengan norma dan nilainya. Bisa dikatakan jika pelaksanaan pidana ini dengan penjaminan dan hukum dasar dari aturan. Batasan ini dengan maksud menjadi jaminan dan mengaku menghormati, dari hak serta kebebasannya dengan memenuhi tuntutannya untuk adil, pertimbangan lainnya, nilai keagamaan, keamanannya serta lainnya, dari nilai agama, keamanan dan lainnya. Arti dari hak hidup dari Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 merupakan hak tidak boleh diambil, tidak boleh dirampak hak hidupnya dengan kesewenangan (arbitrarily deprivide of his life);

b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana mati terhadap pelaku permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika, yaitu disamping menurut keyakinan hakim atas pembuktian serta kenyataan yang diungkapkan, memiliki hal mendasar dan kuat. 

Tidak ada undang-undang dari aturan konsitusi, KUHP, UU Narkotikan, HAM dengan memaparkan jelas dasar membuktikan sangsi pidana mati itu dari fakta yang dimiliki, seharusnya tidak memunculkan polemik, perselisihannya. Hingga sanksi pidana mati yang masih krusial pertahanannya menjadi usaha akhir memidanakan, mewujudkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan.
2. Saran
a. Indonesia tidak perlu ragu dalam rangka menerapkan sanksi pidana mati terhadap para penyalahguna narkotika yang nyata-nyata melanggar Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika walaupun pelakunya warga Negara asing, apalagi dikatagorikan sebagai pengedar apalagi Bandar. Karena penegakan di Indonesia merupakan kedaulatan hukum mutlak suatu Negara yang harus dihormati oleh Negara lain;

b. Agar penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, dan hakim agar bersinergi melaksanakan program pemerintah dalam rangka memberantas narkotika dengan cara menerapkan sanksi yang maksimal bagi penyalahguna narkotika sehingga memberika efek jera bagi pelaku maupun bagi yang akan melakukan penyalahgunaan narkotika.
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